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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan 

kemudahan dalam penyusunan buku ajar ini. 

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman 

yang lebih luas mengenai perkembangan, dinamika, serta 

tantangan yang dihadapi hukum keluarga Islam dalam konteks 

masyarakat modern.Hukum keluarga Islam memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan 

keberlangsungan kehidupan rumah tangga umat. Namun, seiring 

dengan perubahan zaman, muncul berbagai isu dan permasalahan 

baru yang membutuhkan kajian lebih mendalam, baik dari aspek 

normatif, yuridis, maupun sosiologis. Melalui buku ini, penulis 

berusaha menyajikan analisis yang komprehensif serta memberi 

ruang bagi pembaca untuk memahami dan menelaah isu-isu 

aktual yang relevan dengan praktik hukum keluarga Islam di 

Indonesia maupun dunia Islam secara umum. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. 

Muhammad Rizal, SE.,M.Si dan tim LARISPA yang melakukan 

editing buku ini serta semua pihak atas kerjasamanya mulai dari 

awal sampai selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa 

penulisan buku ini masih jauh dari sempurna sehingga segala 

masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak 

sangat penulis harapkan. 
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KATA PENGANTAR EDITORIAL 
 

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Editoria buku 

Isu-Isu Hukum Keluarga Islam ini selesai saya editing. 

Dalam Buku Ini Di Tulis 9 BAB Yang Terdiri Dari : BAB 1: 

Pendahuluan, BAB 2: Tantangan Global dan Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia, BAB 3: Pembaharuan Hukum Keluarga Islam 

di Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer, BAB 4: Analisis 

Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 

BAB 5: Perspektif Organisasi Islam dan Ulama tentang Isu-Isu 

Kontemporer Hukum Keluarga Islam, BAB 6: Hukum Perkawinan 

Dalam Sistem Hukum Nasional, BAB 7: Perbandingan Hukum 

Keluarga Islam Indonesia dengan Negara Muslim Lain, BAB 8: 

Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan Agama,  

BAB 9: Kesimpulan dan Rekomendasi. 

Buku ini memiliki kelebihan yang merupakan perpaduan 

ide gagasan dan materi dari pengajar di seluruh Indonesia yang 

mencoba memberikan warna baru dalam perkembangan metode 

pembelajaran dalam meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi 

berstandar unggul. 

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP PKMPI dan 

larispa Indonesia atas kepercayaannya. 

 
Medan, 21 Desember 2024 
 
 
Muhammad Rizal 
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BAB I 
Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia 
 
 
 

1. Pendahuluan 

Hukum keluarga Islam memegang peranan yang sangat 

signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat Muslim di 

Indonesia.1 Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di 

dunia, pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam memiliki 

implikasi luas bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat 

secara keseluruhan. Namun, seiring dengan perkembangan 

zaman, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan global 

yang turut memengaruhi interpretasi dan implementasi hukum 

keluarga Islam. Arus globalisasi, modernisasi, dan kemajuan 

teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam nilai-nilai 

dan praktik kehidupan sehari-hari, yang seringkali menimbulkan 

pertanyaan dan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip hukum Islam.1 

Dalam konteks ini, urgensi mempelajari isu-isu 

kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi 

semakin nyata. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-

tantangan ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan 

kestabilan keluarga, melindungi hak-hak seluruh anggota 

keluarga, serta memastikan terwujudnya keadilan dalam 

penyelesaian berbagai sengketa keluarga yang mungkin timbul.2 

Meningkatnya pengaruh faktor-faktor eksternal menuntut adanya 

evaluasi ulang terhadap prinsip-prinsip tradisional hukum 

keluarga Islam dalam konteks Indonesia. Hal ini menunjukkan 

adanya potensi ketegangan antara mempertahankan nilai-nilai 

agama yang diyakini dengan kebutuhan untuk beradaptasi 

terhadap norma-norma masyarakat modern. Bahwa sekadar 

berpegang pada interpretasi tradisional mungkin tidak lagi 
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memadai untuk mengatasi isu-isu kontemporer secara efektif demi 

kesejahteraan keluarga dan penegakan keadilan di Indonesia 

modern. 

Isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam dapat 

didefinisikan sebagai masalah-masalah terkini yang relevan dan 

menjadi fokus perhatian dalam diskusi dan perkembangan hukum 

keluarga Islam.1 Definisi ini tidak hanya terbatas pada masalah-

masalah baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan zaman, 

seperti dampak teknologi dan informasi, tetapi juga mencakup 

perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini dalam 

merespons isu-isu kekinian yang telah lama ada namun 

mendapatkan sorotan baru dalam konteks modern.4 Dengan 

demikian, konsep "kontemporer" dalam konteks ini meluas 

melampaui sekadar isu-isu yang baru muncul, tetapi juga 

mencakup interpretasi dan adaptasi modern terhadap prinsip-

prinsip hukum yang ada sebagai respons terhadap norma dan 

nilai masyarakat yang terus berkembang. 

Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai isu-isu 

kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Ruang 

lingkupnya mencakup analisis berbagai perspektif dan 

pendekatan yang digunakan dalam menyikapi isu-isu tersebut, 

dengan harapan dapat mendorong pemikiran kritis dan 

menghasilkan solusi konstruktif terhadap tantangan hukum 

keluarga Islam di era modern. Secara spesifik, buku ini akan 

membahas isu-isu terkait perkawinan, poligami, perceraian, 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak anak, dan waris. 

 

 

 

 



 
 

 

3 

 

BAB II 
TANTANGAN GLOBAL DAN HUKUM 

KELUARGA ISLAM DI INDONESIA 
 
 

Pengaruh globalisasi, modernisasi, dan teknologi telah 

membawa dampak yang signifikan terhadap hukum keluarga 

Islam di Indonesia. Budaya Barat, kemajuan teknologi informasi, 

dan arus informasi global telah merasuki tata nilai dan praktik 

kehidupan sehari-hari umat Muslim.1 Seringkali, nilai-nilai yang 

dibawa oleh pengaruh global ini berbenturan dengan nilai-nilai 

tradisional yang menjadi landasan dalam hukum Islam.1 

Perkembangan teknologi dan informasi juga turut memengaruhi 

cara hukum keluarga Islam dipahami dan dipraktikkan di tengah 

masyarakat.5 Ketegangan antara pengaruh global dan nilai-nilai 

tradisional Islam menciptakan lanskap yang kompleks, di mana 

umat Muslim di Indonesia harus menavigasi norma dan 

ekspektasi yang berbeda dalam kehidupan keluarga mereka. 

Snippet 1 secara eksplisit menyebutkan pengaruh budaya Barat, 

teknologi, dan arus informasi global pada nilai-nilai Muslim, yang 

sering bertentangan dengan nilai-nilai tradisional hukum Islam. 

Hal ini mengindikasikan tantangan yang signifikan bagi umat 

Islam Indonesia dalam mendamaikan pengaruh-pengaruh yang 

berpotensi divergen ini dalam struktur keluarga dan kerangka 

hukum mereka. 

Isu-isu hak asasi manusia juga memiliki implikasi yang 

mendalam dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Isu-

isu seperti hak perempuan, hak kelompok LGBT, kebebasan 

beragama, dan kebebasan berpendapat seringkali menjadi titik 

gesekan antara interpretasi konservatif dan progresif dalam 

hukum Islam.1 Hukum keluarga Islam sering menjadi fokus utama 

dalam diskusi mengenai hak perempuan.1 Praktik poligami, 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan peran wali 

dalam pengambilan keputusan penting merupakan beberapa isu 

sensitif yang terkait dengan hak perempuan dalam konteks 

hukum keluarga Islam.1 Penerapan prinsip-prinsip hak asasi 
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manusia universal terhadap interpretasi tradisional hukum 

keluarga Islam seringkali mengungkapkan area-area konflik, 

terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kebebasan 

individu dalam unit keluarga. Snippet 1 secara langsung 

mengidentifikasi hak perempuan, hak LGBT, kebebasan beragama, 

dan kebebasan berpendapat sebagai titik gesekan antara 

interpretasi konservatif dan progresif hukum Islam. Ini dengan 

jelas menunjukkan adanya tantangan dalam mengharmonisasikan 

hukum keluarga Islam tradisional dengan standar hak asasi 

manusia kontemporer di Indonesia. 

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terdapat 

dinamika interpretasi yang mencerminkan perbedaan pandangan 

antara kelompok tradisional dan progresif.1 Pembaharuan hukum 

Islam di Indonesia mengacu pada dua metode utama: intra-

doctrinal reform, yang melibatkan reinterpretasi dari dalam tradisi 

hukum Islam itu sendiri, dan extra-doctrinal reform, yang 

mempertimbangkan faktor-faktor di luar tradisi tersebut.5 Tipologi 

pembaharuan hukum Islam di kawasan dunia muslim meliputi 

negara-negara yang masih menjadikan Syariah sebagai hukum 

dasar, negara yang telah mengganti Syariah dengan hukum 

sekuler, dan negara yang menempuh jalan kompromi antara 

Syariah dan hukum sekuler.6 Indonesia termasuk dalam kategori 

negara yang menempuh jalan kompromi.6 Spektrum interpretasi 

dalam hukum keluarga Islam, mulai dari tradisional hingga 

progresif, mencerminkan perdebatan berkelanjutan mengenai 

relevansi dan penerapan prinsip-prinsip hukum historis dalam 

masyarakat Indonesia modern. Jalur kompromi yang dipilih 

Indonesia menandakan adanya upaya penyeimbangan antara 

tradisi agama dan norma hukum kontemporer. Snippets1 dan6 

menyoroti keberadaan interpretasi hukum Islam yang berbeda, 

dari konservatif hingga progresif. Snippet6 lebih lanjut 

mengkategorikan negara-negara Muslim berdasarkan pendekatan 

mereka terhadap Syariah, menempatkan Indonesia dalam kategori 

"kompromi". Ini menunjukkan adanya dinamika inheren dalam 

menginterpretasikan hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana 
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berbagai sudut pandang dan kebutuhan untuk menyeimbangkan 

tradisi dengan modernitas membentuk perkembangan hukum. 
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BAB III 

PEMBAHARUAN HUKUM 

KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: 

PERSPEKTIF HISTORIS DAN 

KONTEMPORER 

Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di Indonesia, 

terutama dalam bidang hukum keluarga, telah menjadi perhatian 

utama.6 Perkembangan hukum Islam di negara modern, 

khususnya yang berkaitan dengan ahwal al syakhsiyah (hukum 

status personal), menunjukkan adanya akomodasi terhadap 

gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang 

relatif fenomenal.6 Secara historis, pembaharuan hukum keluarga 

Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode yang 

mencerminkan dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang 

berbeda.7 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk menjadi salah satu tonggak awal dalam 

upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.8 Perjalanan 

historis legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia 

memperlihatkan upaya berkelanjutan untuk mengadaptasi dan 

mereformasi kerangka hukum sebagai respons terhadap 

perubahan masyarakat dan evolusi interpretasi prinsip-prinsip 

Islam. Snippet 6 mencatat keunggulan hukum keluarga dalam 

implementasi hukum Islam di Indonesia dan akomodasi ide-ide 

reformasi dalam perkembangan hukum modern. Snippet 8 

mengidentifikasi undang-undang awal sebagai titik awal upaya 

reformasi. Gambaran historis ini menunjukkan proses 

perkembangan legislatif yang panjang dan berkelanjutan di bidang 

ini. 

Metode dan paradigma pembaharuan hukum keluarga 

Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya beragam 

pendekatan. Teori kontemporer dalam hukum keluarga Islam 

memberikan kriteria yang lebih konkret dalam beberapa aspek, 

seperti dalam hal poligami di mana pemikir kontemporer 
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memberikan kriteria yang lebih spesifik untuk menjamin 

keadilan.9 Paradigma pembaharuan Hukum Keluarga Islam di 

Indonesia mencakup Intra Doctrinal Reform, yang berfokus pada 

reinterpretasi dan pengembangan prinsip-prinsip hukum dari 

dalam tradisi Islam, dan Extra Doctrinal Reform, yang 

mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik di 

luar doktrin tradisional.5 Metode pembaharuan hukum keluarga 

Islam kontemporer di Indonesia juga meliputi takhayyur, yaitu 

memilih pendapat dari berbagai mazhab atau ulama, termasuk 

yang di luar mazhab yang dominan, dan talfiq, yaitu 

menggabungkan berbagai pendapat ulama dalam merumuskan 

hukum untuk suatu masalah.7 Pembaharuan hukum keluarga 

Islam di Indonesia juga didorong oleh perubahan kondisi sosial, 

situasi tempat, dan perkembangan zaman.7 Reformasi 

kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia 

menggunakan berbagai metodologi, yang bersumber dari 

reinterpretasi internal tradisi hukum Islam dan pertimbangan 

eksternal kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum 

modern, menunjukkan pendekatan multi-faceted terhadap 

perkembangan hukum. Snippets 9, dan 7 merinci metode dan 

paradigma spesifik yang digunakan dalam reformasi hukum 

keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Ini termasuk mengambil 

dari dalam tradisi hukum Islam (intra-doktrinal) dan 

mempertimbangkan faktor eksternal (ekstra-doktrinal), serta 

teknik spesifik seperti takhayyur dan talfiq. Ini menunjukkan 

pendekatan yang disengaja dan bervariasi untuk memperbarui 

hukum. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft 

KHI (CLD KHI) memainkan peran yang signifikan dalam 

pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. KHI bertujuan untuk 

menyediakan pedoman hukum yang seragam bagi para hakim di 

lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-

perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya hukum 

keluarga dan waris.11 Selain itu, KHI juga bertujuan untuk 

memperjelas dan memperkuat hak dan kewajiban masyarakat 

Muslim Indonesia dalam konteks hubungan keluarga.11 CLD KHI 
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muncul sebagai pembanding terhadap KHI, dengan tujuan utama 

untuk menjamin kemaslahatan bagi suami dan istri, serta 

dianggap lebih adil, setara, dan tidak bias gender dalam hukum 

perkawinan.3 CLD KHI menawarkan pasal-pasal pembaharuan 

yang lebih progresif dalam hukum keluarga Islam, mencakup 

berbagai aspek seperti perkawinan, perceraian, dan hak anak.3 

KHI merepresentasikan langkah penting menuju kodifikasi hukum 

keluarga Islam di Indonesia, sementara CLD KHI menandakan 

upaya reformasi yang lebih progresif yang bertujuan untuk 

mengatasi bias gender yang dirasakan dan mempromosikan 

kesetaraan yang lebih besar dalam kerangka hukum. Keberadaan 

kedua dokumen ini menyoroti evolusi dan perdebatan 

berkelanjutan mengenai reformasi hukum keluarga Islam di 

Indonesia. Snippet 11 menjelaskan tujuan KHI sebagai penyediaan 

panduan hukum dan klarifikasi hak dan kewajiban. Snippets 3 dan 
12 memperkenalkan CLD KHI sebagai alternatif yang lebih 

progresif yang berfokus pada kesetaraan gender. Ini menunjukkan 

lanskap dinamis di mana KHI berfungsi sebagai standar saat ini, 

sementara CLD KHI mengusulkan reformasi lebih lanjut dan 

menyoroti diskusi berkelanjutan tentang arah hukum keluarga 

Islam di Indonesia. 

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia 

memiliki akar historis yang panjang dan kompleks, berawal dari 

penerapan hukum adat yang kemudian berasimilasi dengan 

norma-norma syariah sejak masa kerajaan Islam Nusantara. Pada 

periode awal ini, hukum Islam diterapkan secara kultural dalam 

kehidupan masyarakat tanpa kodifikasi formal (Nasution, 2018). 

Setelah masa kolonial, muncul dualisme hukum antara hukum 

adat dan hukum Islam yang berlangsung hingga awal 

kemerdekaan, di mana hukum Islam masih diakui secara terbatas 

dalam bidang perkawinan dan waris (Aziz, 2021). 

Pada masa pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia 

mulai melakukan upaya sistematis untuk mengakomodasi hukum 

Islam dalam sistem hukum nasional. Puncaknya terjadi dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menjadi tonggak penting kodifikasi hukum 
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keluarga Islam (Zuhdi, 2019). Walaupun bersifat umum dan tidak 

sepenuhnya berdasarkan syariah, undang-undang ini membuka 

ruang besar bagi penerapan prinsip-prinsip Islam melalui 

peraturan pelaksana dan pengadilan agama (Shihab, 2021). 

Selanjutnya, pembaharuan hukum keluarga Islam semakin 

menguat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dokumen ini 

dianggap sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam nasional 

pertama yang bersifat substantif (Arrasyid, 2023). KHI menjadi 

acuan utama bagi hakim di pengadilan agama dalam 

menyelesaikan perkara perkawinan, waris, dan wakaf, serta 

merepresentasikan hasil ijtihad kolektif antara ulama, pemerintah, 

dan akademisi (Hakim, 2023). 

Dalam perkembangannya, pembaharuan hukum keluarga 

Islam juga mencerminkan dinamika sosial dan tuntutan kesetaraan 

gender. Isu-isu seperti batas usia perkawinan, hak talak, dan 

perlindungan anak menjadi topik utama dalam revisi kebijakan 

nasional. Pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang 

Perkawinan pada tahun 2019, misalnya, menunjukkan keberanian 

negara dalam memperkuat posisi perempuan dalam hukum 

keluarga (Rahman, 2019). Langkah ini dianggap sebagai bentuk 

aktualisasi maqasid al-syariah dalam konteks kebangsaan 

(Nasution, 2021). 

Dari perspektif kontemporer, pembaharuan hukum 

keluarga Islam tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, 

tetapi juga pada transformasi nilai dan paradigma sosial. 

Perubahan pola keluarga modern yang dipengaruhi teknologi, 

globalisasi, dan ekonomi telah mendorong lahirnya fatwa-fatwa 

baru mengenai pernikahan daring, reproduksi berbantu, dan 

perceraian digital(Al-Haddad, 2020). Para ulama dan organisasi 

Islam seperti MUI dan NU berperan aktif dalam menafsirkan 

ulang hukum dengan mempertimbangkan maslahat dan keadilan 

sosial (Fauzi, 2024). 

Pembaharuan juga terlihat dari pendekatan akademik dan 

metodologis yang digunakan oleh para ahli hukum Islam di 

Indonesia. Jika pada masa awal pendekatan hukum bersifat 
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tekstual, kini banyak cendekiawan menerapkan pendekatan 

maqasid al-syariah dan ijtihad kontekstual untuk menjawab 

persoalan hukum keluarga yang kompleks (Hafidz, 2021). 

Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, 

melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman 

(Syaifuddin, 2020). 

Secara keseluruhan, pembaharuan hukum keluarga Islam 

di Indonesia adalah hasil dialog panjang antara teks, tradisi, dan 

realitas sosial. Ia tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum 

nasional, tetapi juga memperlihatkan kematangan intelektual 

ulama dan akademisi dalam menghadapi isu-isu kontemporer 

(Azmi, 2022). Dengan demikian, hukum keluarga Islam di 

Indonesia terus berevolusi menuju sistem yang berkeadilan, 

kontekstual, dan sesuai dengan semangat maqasid al-syariah 

(Shihab, 2021). 
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BAB IV 

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER 

DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM 

DI INDONESIA 

1. Perkawinan 

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

membawa perubahan signifikan terkait batas usia minimal 

perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa 

batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 

wanita, menyamakan usia perkawinan bagi kedua jenis kelamin.13 

Sebelumnya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur batas 

usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun 

untuk wanita.14 Meskipun demikian, dispensasi nikah masih dapat 

diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang 

belum mencapai usia 19 tahun dalam keadaan tertentu.16 Alasan 

utama permohonan dispensasi nikah seringkali disebabkan oleh 

kehamilan di luar nikah.17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

No. 5 Tahun 2019 kemudian dikeluarkan untuk mengatur 

pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, 

memberikan panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan 

memutuskan permohonan tersebut.15 Peningkatan batas usia 

minimal menikah mencerminkan kekhawatiran akan 

kesejahteraan dan kematangan individu yang memasuki 

pernikahan. Namun, tingginya angka permohonan dispensasi, 

yang seringkali disebabkan oleh kehamilan pranikah, 

menunjukkan bahwa perubahan hukum ini menghadapi 

tantangan dalam implementasi dan efektivitasnya dalam 

mengatasi akar permasalahan pernikahan dini. Bahwa meskipun 

undang-undang bertujuan mencegah pernikahan dini, faktor-

faktor sosial dan proses dispensasi menciptakan pengecualian, 
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mengindikasikan interaksi kompleks antara reformasi hukum dan 

realitas sosial. 

Peranan wali nikah dan permasalahannya dalam konteks 

kekinian juga menjadi salah satu pokok kajian penting dalam 

hukum keluarga Islam di Indonesia.19 Dalam penentuan wali 

nikah, seringkali muncul dilema antara perspektif fikih (hukum 

Islam) dan hukum negara, terutama terkait dengan siapa yang 

berhak menjadi wali dan bagaimana prosedur perwalian yang sah 

menurut kedua sistem hukum tersebut.10 Praktik di lapangan juga 

menunjukkan adanya berbagai problem dan tantangan dalam 

penentuan wali nikah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan potensi sengketa dalam proses pernikahan.10 Peran 

wali dalam pernikahan tetap menjadi isu signifikan, dengan 

potensi konflik antara persyaratan hukum Islam tradisional dan 

kerangka hukum kontemporer, serta tantangan praktis dalam 

penerapannya. Bahwa Snippet 19 mengidentifikasi peran wali 

sebagai isu kunci. Snippet 10 secara eksplisit menyebutkan dilema 

antara fikih dan hukum negara mengenai penentuan wali. Ini 

menunjukkan bahwa konsep hukum Islam tradisional tentang wali 

menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam konteks hukum 

Indonesia modern. 

Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan juga 

merupakan pokok kajian yang tidak kalah penting dalam hukum 

keluarga Islam.19 Dalam hukum Islam, nikah siri (pernikahan yang 

hanya dilakukan secara agama tanpa dicatatkan oleh negara) 

dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai 

dengan ajaran Islam.20 Namun, pernikahan yang tidak tercatat 

secara resmi oleh negara tidak memiliki pengakuan hukum, yang 

kemudian berdampak pada hak-hak istri dan status anak yang 

dilahirkan dari pernikahan tersebut.22 Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa nikah 

siri hukumnya sah secara agama karena telah memenuhi syarat 

dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat (dampak 

negatif) yang ditimbulkannya, dan oleh karena itu, pernikahan 

sebaiknya dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang.29 

Meskipun sah secara agama dalam kondisi tertentu, kurangnya 
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pengakuan hukum terhadap nikah siri menciptakan kerentanan 

signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, menyoroti 

pentingnya pencatatan perkawinan resmi untuk memastikan hak 

dan perlindungan hukum. Sikap MUI lebih lanjut menekankan 

bahaya sosial yang dapat timbul dari pernikahan yang tidak 

tercatat. Bahwa Snippets 20, dan 22 mengklarifikasi validitas agama 

tetapi invaliditas hukum nikah siri. Snippets 23, dan 27 merinci 

konsekuensi negatif bagi istri dan anak-anak. Snippet 29 

menyajikan fatwa MUI mengenai masalah tersebut. Urutan ini 

mengungkapkan konflik yang jelas antara praktik agama dan 

hukum negara, dengan implikasi signifikan terhadap hak hukum 

dan kesejahteraan sosial. 

Perjanjian perkawinan, baik yang dibuat sebelum 

(prenuptial) maupun sesudah (postnuptial) pernikahan, menjadi 

semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam di 

Indonesia. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang 

dapat melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam 

perkawinan, terutama dalam hal pembagian harta dan kewajiban 

apabila terjadi perpisahan di kemudian hari.30 Peningkatan 

kesadaran dan pemanfaatan perjanjian perkawinan di Indonesia 

menunjukkan adanya keinginan yang berkembang di kalangan 

pasangan untuk secara proaktif mengelola hak-hak finansial dan 

hukum mereka dalam pernikahan, yang berpotensi mencerminkan 

pergeseran menuju otonomi individu yang lebih besar dan 

pengakuan atas kompleksitas hubungan perkawinan modern. 

Bahwa Snippet 10 (dari pengetahuan yang lebih luas) menegaskan 

keberadaan perjanjian pranikah dan pascanikah. Snippet 30 

menyoroti fungsinya dalam melindungi hak, terutama mengenai 

keuangan saat berpisah. Ini menunjukkan tren pasangan yang 

lebih mengendalikan pengaturan perkawinan mereka, mungkin 

didorong oleh peningkatan kesadaran akan hak hukum dan 

potensi pembubaran perkawinan. 

Perkawinan campuran, atau pernikahan beda agama, 

merupakan isu kontemporer yang sangat krusial di Indonesia.23 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan 

bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut 
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hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.33 Namun, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan 

tidak sah bagi umat Islam.35 Lebih lanjut, Mahkamah Agung (MA) 

telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang 

secara tegas melarang hakim di semua tingkatan pengadilan untuk 

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara 

pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.41 Meskipun 

demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan 

uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait dengan 

pernikahan beda agama, mempertahankan status quo hukum.51 

Status hukum pernikahan beda agama di Indonesia tetap menjadi 

perdebatan sengit, dengan larangan hukum dan agama yang kuat 

namun di sisi lain terdapat contoh persetujuan yudisial dan 

praktik sosial yang terus berlangsung. SEMA No. 2 Tahun 2023 

merepresentasikan pengetatan signifikan terhadap sikap hukum 

terhadap pernikahan semacam itu, yang berpotensi menciptakan 

tantangan lebih lanjut bagi pasangan beda agama yang mencari 

pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Bahwa Snippets 23, 

dan 32 menetapkan pernikahan beda agama sebagai isu 

kontemporer utama. Snippets 33 dan 34 menguraikan dasar hukum 

keabsahan pernikahan. Snippets 35-37 dan 35-40 menyajikan larangan 

keras MUI. Snippets 41-50 merinci sikap restriktif SEMA No. 2. 

Snippets 51 dan 52 menyebutkan keputusan MK. Rangkaian 

informasi yang kompleks ini mengungkapkan adanya perpecahan 

mendalam dan perjuangan berkelanjutan mengenai pengakuan 

hukum pernikahan beda agama di Indonesia, dengan SEMA baru-

baru ini semakin memperkuat larangan tersebut. 

2. Poligami 

Poligami, atau perkawinan seorang pria dengan lebih dari 

satu wanita, diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dalam 

hukum Islam.6 Di Indonesia, Undang-undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara 

rinci persyaratan dan prosedur poligami. Persyaratan tersebut 

meliputi keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama, 
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persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri yang telah ada, serta 

kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istri dan 

anak-anaknya, baik dalam hal nafkah maupun perhatian.53 Alasan-

alasan yang dapat diajukan suami untuk berpoligami antara lain 

adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

seorang istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.55 

Meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam dengan persyaratan 

yang ketat, praktik poligami di Indonesia sangat diatur oleh 

hukum positif, menciptakan lanskap hukum yang kompleks di 

mana kepatuhan terhadap persyaratan agama dan negara 

diperlukan. Penekanan pada keadilan dan prosedur yang rinci 

menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan 

beragama dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam 

perkawinan poligami. Bahwa berbagai snippet6 menegaskan 

kebolehan poligami dalam Islam dengan syarat. Snippets53-69, 

dan58 merinci persyaratan khusus berdasarkan hukum Islam dan 

positif, termasuk izin pengadilan, persetujuan istri, dan 

kemampuan suami untuk adil. Snippets55, dan66 mencantumkan 

alasan yang sah untuk mencari poligami. Gambaran komprehensif 

ini menunjukkan kerangka regulasi ganda dengan penekanan kuat 

pada keadilan dan kebenaran prosedural. 

Hukum di Indonesia juga mengakui dan berusaha 

melindungi hak-hak istri dalam perkawinan poligami. Istri 

pertama memiliki hak untuk memberikan atau menolak 

persetujuan atas pernikahan poligami yang akan dilakukan oleh 

suaminya.66 Selain itu, istri berhak untuk mendapatkan keadilan 

dalam hal nafkah dan perhatian dari suami, sehingga tidak ada 

diskriminasi atau pengabaian terhadap salah satu pihak.66 Jika istri 

merasa dirugikan akibat praktik poligami yang dilakukan oleh 

suaminya, ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke 

Pengadilan Agama.66 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara 

spesifik mengatur berbagai hak istri dalam perkawinan poligami, 

termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal yang layak, serta 

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan agama.67 Kerangka 

hukum di Indonesia mengakui dan berusaha melindungi hak-hak 
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istri dalam perkawinan poligami, memberikan mereka agensi 

signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan jalan keluar 

jika hak-hak mereka dilanggar. Ini menunjukkan upaya untuk 

mengurangi potensi ketidakadilan yang sering dikaitkan dengan 

poligami. Bahwa Snippets 66, dan 66 secara eksplisit menyatakan 

hak-hak istri pertama, termasuk hak untuk menyetujui dan 

mengajukan gugatan cerai jika dirugikan. Snippet 67 menyebutkan 

hak-hak spesifik yang diatur dalam KHI. Fokus pada hak-hak istri 

ini menunjukkan pengakuan hukum atas kerentanan mereka 

dalam hubungan poligami dan upaya untuk memberi mereka 

perlindungan hukum. 

Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama 

terkait izin poligami memberikan gambaran tentang bagaimana 

hukum positif dan hukum Islam diterapkan dalam praktik. 

Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami 

untuk berpoligami apabila alasan dan persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-undang dan ajaran Islam telah 

terpenuhi.53 Studi kasus terhadap berbagai putusan Pengadilan 

Agama menunjukkan adanya beragam pertimbangan yang 

digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak 

permohonan izin poligami. Beberapa kasus menunjukkan bahwa 

izin poligami dikabulkan dengan pertimbangan bahwa istri 

pertama tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

istri atau tidak dapat memberikan keturunan, dengan tetap 

mempertimbangkan kemampuan suami untuk berlaku adil dan 

memenuhi kebutuhan semua pihak.70 Analisis putusan Pengadilan 

Agama mengungkapkan penerapan praktis undang-undang 

poligami di Indonesia, menyoroti peran yudikatif dalam 

menafsirkan dan menegakkan persyaratan hukum sambil 

mempertimbangkan keadaan individu dan prinsip-prinsip hukum 

Islam. Berbagai hasil dan pertimbangan yudisial dalam kasus-

kasus ini menggarisbawahi kompleksitas dan sensitivitas poligami 

dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa Snippets 53, dan 66 

menguraikan kondisi umum untuk pemberian izin poligami. 

Snippets 70-74 secara khusus menyebutkan studi kasus dan 

berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, seperti 
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ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajiban perkawinan 

atau melahirkan anak. Ini menunjukkan bahwa pengadilan 

memainkan peran penting dalam memediasi dan mengatur 

poligami berdasarkan rincian spesifik dari setiap kasus, 

menunjukkan pendekatan yang bernuansa di luar sekadar bunyi 

undang-undang. 

3. Perceraian 

Prosedur perceraian di Indonesia, khususnya bagi umat 

Islam, diatur secara rinci di Pengadilan Agama. Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya 

damai atau mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dan 

dinyatakan gagal.75 Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami 

(cerai talak) maupun istri (cerai gugat) ke Pengadilan Agama yang 

sesuai dengan domisili pihak tergugat.30 Alasan-alasan yang dapat 

menjadi dasar perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran 

yang terus-menerus antara suami dan istri, masalah ekonomi yang 

berkepanjangan, serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain 

tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu.77 Proses 

perceraian di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan, 

mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi untuk mencapai 

perdamaian, pemeriksaan pokok perkara dalam sidang, 

pembuktian dengan saksi dan alat bukti lainnya, hingga akhirnya 

hakim mengeluarkan putusan perceraian dan diterbitkannya akta 

cerai sebagai bukti sah telah terjadinya perceraian.30 Proses hukum 

perceraian di Indonesia, terutama bagi umat Islam melalui 

Pengadilan Agama, menekankan upaya rekonsiliasi sebelum 

mengabulkan perceraian. Alasan-alasan yang diakui untuk 

perceraian mencerminkan tantangan perkawinan umum dalam 

masyarakat modern, dan prosedur multi-tahap bertujuan untuk 

memastikan proses hukum yang adil dan penyelesaian yang adil. 

Bahwa Snippet 75 menyatakan persyaratan rekonsiliasi sebelum 

perceraian. Snippets 30-76 merinci langkah-langkah prosedural di 

Pengadilan Agama. Snippet 77 mencantumkan alasan utama 

perceraian. Urutan ini menyoroti proses hukum yang terstruktur 
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dengan fokus pada mediasi dan alasan spesifik untuk 

pembubaran. 

Setelah terjadinya perceraian, baik suami maupun istri 

memiliki hak dan kewajiban pasca perceraian yang diatur oleh 

hukum. Istri yang diceraikan berhak atas nafkah iddah, yaitu 

nafkah selama masa tunggu setelah perceraian, dan nafkah mut'ah, 

yaitu pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai 

bentuk kompensasi.75 Harta yang diperoleh selama masa 

perkawinan merupakan harta gono gini atau harta bersama yang 

harus dibagi secara adil antara mantan suami dan istri.30 

Pembagian harta gono gini umumnya dilakukan secara seimbang, 

yaitu 50:50, kecuali jika terdapat perjanjian pranikah yang 

mengatur pembagian harta secara berbeda.75 Terkait hak asuh 

anak (hadanah), pengadilan akan mempertimbangkan 

kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), umumnya anak yang belum 

mencapai usia 12 tahun diasuh oleh ibunya, kecuali jika terbukti 

bahwa ibu tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.75 Hukum 

Indonesia memberikan hak dan kewajiban finansial dan hak asuh 

yang spesifik bagi pasangan yang bercerai, bertujuan untuk 

memastikan kesejahteraan kedua pasangan dan anak-anak yang 

terlibat. Penekanan pada harta perkawinan yang diperoleh 

bersama dan kepentingan terbaik anak mencerminkan perhatian 

terhadap keadilan dan perlindungan pihak yang rentan pasca 

perceraian. Bahwa Snippets 75 dan 79 menyebutkan nafkah iddah dan 

mut'ah. Snippets 30, dan 81-84 merinci konsep dan pembagian gono 

gini. Snippet 75 menguraikan prinsip-prinsip hak asuh anak 

(hadanah). Ini menunjukkan kerangka hukum yang komprehensif 

yang menangani konsekuensi langsung dan jangka panjang dari 

perceraian bagi semua pihak yang terlibat. 

Dalam fenomena perceraian kontemporer di Indonesia, 

gugatan cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat) menunjukkan 

tren yang mendominasi jumlah kasus perceraian yang terjadi di 

Pengadilan Agama.77 Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama 

perceraian di era modern ini antara lain adalah perselisihan dan 
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pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri yang sulit 

didamaikan, masalah ekonomi yang membebani kehidupan 

rumah tangga, serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain 

tanpa kepastian.77 Bahkan, pandemi Covid-19 juga turut 

berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian akibat 

tekanan masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga.87 

Dominasi gugatan cerai yang diajukan oleh istri menunjukkan 

adanya pergeseran dalam dinamika sosial dan pemberdayaan 

perempuan, di mana mereka semakin berani mencari solusi 

hukum ketika menghadapi kesulitan dalam perkawinan. 

Penyebab-penyebab perceraian yang teridentifikasi menyoroti 

dampak signifikan tekanan ekonomi dan masalah komunikasi 

terhadap perkawinan di Indonesia kontemporer. Bahwa Snippets 
85 dan 77 menyatakan bahwa istri yang mengajukan mayoritas 

kasus perceraian. Snippets 77, dan 86 mengidentifikasi faktor-faktor 

kunci seperti konflik terus-menerus dan masalah ekonomi. Snippet 
87 menghubungkan pandemi dengan peningkatan tingkat 

perceraian akibat kesulitan ekonomi. Tren ini menunjukkan 

perubahan peran perempuan dalam perkawinan dan menyoroti 

faktor-faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi pada keretakan 

perkawinan di Indonesia. 

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu 

serius yang dilarang keras baik dalam hukum Islam maupun 

hukum positif di Indonesia.88 Negara Indonesia telah 

mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang 

secara komprehensif mengatur berbagai bentuk KDRT, termasuk 

kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.88 Dalam 

perspektif hukum pidana Islam, tindakan KDRT dipandang 

sebagai perbuatan terlarang dan termasuk dalam kategori jarimah 

(tindak pidana) yang harus dihindari dan pelaku dapat dikenakan 

sanksi.88 Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia 

secara tegas mengutuk segala bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga, mencerminkan komitmen bersama untuk melindungi 
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individu dalam unit keluarga. Keberadaan undang-undang 

spesifik seperti UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan upaya negara 

untuk mengkriminalisasi dan mengatasi masalah ini, sejalan 

dengan prinsip-prinsip etika Islam yang lebih luas. Bahwa 

berbagai snippet 88 secara eksplisit menyatakan larangan KDRT 

dalam Islam. Snippets 88-112, dan 88 merinci ketentuan UU No. 23 

Tahun 2004. Snippets 88, dan 88 menghubungkan KDRT dengan 

hukum pidana Islam. Konvergensi perspektif hukum agama dan 

sekuler ini menggarisbawahi sikap tegas terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga di Indonesia. 

Konsep nusyuz dalam perkawinan, yang merujuk pada 

ketidaktaatan istri terhadap suami, seringkali disalahartikan 

sebagai pembenaran bagi tindakan kekerasan terhadap istri.11 

Sebagian ulama memang memperbolehkan suami untuk memukul 

istri yang melakukan nusyuz, namun dengan syarat pukulan 

tersebut tidak bersifat menyakitkan atau melukai.88 Meskipun 

demikian, pandangan progresif dalam hukum Islam menolak 

segala bentuk pemukulan terhadap istri dalam kondisi apapun, 

menekankan pada pendekatan yang lebih damai dan konstruktif 

dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.102 Penting 

untuk dicatat bahwa nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh 

istri, tetapi juga oleh suami, yang menunjukkan bahwa 

ketidaktaatan dalam perkawinan dapat terjadi dari kedua belah 

pihak.11 Konsep nusyuz merupakan isu yang kompleks dan 

seringkali menimbulkan perdebatan, dengan interpretasi 

tradisional terkadang digunakan untuk membenarkan kekerasan 

dalam rumah tangga. Namun, perspektif Islam progresif dan 

reformasi hukum menekankan pendekatan non-kekerasan untuk 

menyelesaikan perselisihan perkawinan dan mengakui bahwa 

kedua pasangan dapat melakukan nusyuz. Ini menyoroti 

perdebatan yang sedang berlangsung tentang batas-batas hak dan 

tanggung jawab perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Bahwa 

Snippets 11, dan 107 menunjukkan seringnya kesalahpahaman 

nusyuz sebagai pembenaran kekerasan. Snippets 88, dan 102 

menyebutkan kebolehan memukul secara bersyarat dalam 

beberapa interpretasi. Snippets 102 dan 107 menyajikan pandangan 



 

21 

 

 
 

progresif yang menentang segala bentuk pemukulan istri. Snippet 
11 mencatat bahwa suami juga dapat melakukan nusyuz. Ini 

mengungkapkan spektrum interpretasi dan perdebatan yang jelas 

seputar penerapan nusyuz dan hubungannya dengan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Undang-undang PKDRT memberikan perlindungan 

hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah 

tangga di Indonesia.91 Korban KDRT berhak mendapatkan 

perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik 

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan.91 Selain itu, korban juga berhak atas pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus 

terkait kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan 

bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, serta 

pelayanan bimbingan rohani.91 Organisasi-organisasi perempuan 

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memainkan peran 

yang sangat penting dalam memberikan bantuan dan dukungan 

kepada korban KDRT, melengkapi upaya-upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah.105 Kerangka hukum di Indonesia, melalui UU 

PKDRT, menetapkan perlindungan komprehensif bagi korban 

kekerasan dalam rumah tangga, mengakui hak mereka atas 

keselamatan, dukungan, dan akses terhadap keadilan. Peran aktif 

LSM menggarisbawahi pentingnya inisiatif berbasis masyarakat 

dalam melengkapi upaya negara untuk memerangi KDRT dan 

menyediakan layanan penting bagi para penyintas. Bahwa 

Snippets 91, dan 112 menegaskan bahwa UU PKDRT memberikan 

perlindungan hukum. Snippet 91 merinci hak-hak spesifik korban. 

Snippet 105 menyoroti peran penting organisasi perempuan dan 

LSM. Ini menunjukkan pendekatan berlapis dalam melindungi 

korban KDRT, melibatkan baik undang-undang maupun 

keterlibatan masyarakat sipil. 

5. Hak Anak dalam Keluarga 

Status dan hak anak yang lahir di luar perkawinan yang 

sah (melalui nikah siri) merupakan isu yang kompleks dalam 
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hukum keluarga Islam di Indonesia. Menurut hukum negara, anak 

yang lahir dari nikah siri dianggap sebagai anak luar kawin.24 

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-

VIII/2010 membawa perubahan signifikan dengan menyatakan 

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan 

perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan 

secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA, dan/atau didukung oleh 

bukti hukum lain yang sah.24 Meskipun demikian, anak yang lahir 

dari nikah siri masih menghadapi berbagai ketidakpastian hukum, 

terutama terkait dengan hak waris dan hak atas nafkah dari ayah 

biologisnya.24 Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk 

mengesahkan status anak yang lahir dari nikah siri apabila 

pernikahan orang tuanya telah diisbatkan (dinyatakan sah secara 

hukum) melalui proses peradilan.131 Status hukum anak yang lahir 

dari nikah siri di Indonesia kompleks dan terus berkembang. 

Meskipun masih dianggap tidak sah menurut hukum negara, 

keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan untuk 

mengakui hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan ayah 

biologis mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan 

hak-hak ini sepenuhnya terwujud, terutama mengenai warisan 

dan dukungan finansial, menyoroti perlunya reformasi hukum 

dan sosial yang berkelanjutan untuk melindungi anak-anak yang 

rentan ini. Bahwa berbagai snippet 24 menegaskan status anak dari 

nikah siri sebagai tidak sah menurut hukum negara. Snippets 24-125, 

dan 126-25-118 merinci implikasi keputusan MK. Snippets 24 

menyoroti ketidakpastian hukum. Snippet 131 menyebutkan peran 

Pengadilan Agama dalam melegitimasi anak-anak ini. Jaringan 

informasi yang rumit ini mengungkapkan sistem hukum yang 

bergumul dengan kompleksitas nikah siri dan hak-hak anak yang 

lahir dari perkawinan semacam itu, dengan keputusan MK 

mewakili upaya signifikan untuk mengatasi masalah ini. 

Dalam konteks perkawinan yang sah, anak memiliki status 

dan hak yang jelas menurut hukum. Anak sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.27 

Hak-hak anak meliputi hak atas identitas yang diakui oleh negara, 

seperti akta kelahiran, hak atas nafkah yang menjadi tanggung 
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jawab kedua orang tuanya, hak atas pendidikan yang layak, serta 

hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi.23 Apabila terjadi perceraian antara orang tua, hak 

asuh anak (hadanah) akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh 

pengadilan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi 

anak.75 Hukum Indonesia mengakui hak-hak fundamental anak 

dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun setelah 

perceraian, memprioritaskan kesejahteraan mereka dan 

memastikan akses mereka terhadap kebutuhan esensial dan 

perlindungan. Prinsip kepentingan terbaik anak yang memandu 

keputusan hak asuh menggarisbawahi komitmen sistem hukum 

untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dalam masalah hukum 

keluarga. Bahwa Snippets 27, dan 113 mendefinisikan anak sah. 

Berbagai snippet 23 menyebutkan berbagai hak anak. Snippet 75 

menyoroti prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam kasus hak 

asuh. Ini menunjukkan kerangka hukum yang sangat menekankan 

pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak dalam konteks 

hukum keluarga. 

6. Hukum Waris Islam Kontemporer 

Implementasi hukum waris Islam di Indonesia diatur 

terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II, yang 

bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.132 

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk 

menyelesaikan sengketa waris di antara umat Islam.30 KHI secara 

rinci mengatur mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli 

waris, besaran bagian warisan masing-masing ahli waris, serta 

ketentuan terkait wasiat dan hibah.132 Praktik di Pengadilan 

Agama menunjukkan implementasi hukum waris Islam dengan 

berbagai dinamika dan penyesuaian terhadap kasus-kasus konkret 

yang diajukan.132 Implementasi hukum waris Islam di Indonesia, 

terutama melalui KHI dan Pengadilan Agama, mencerminkan 

sistem hukum yang berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip 

Islam tradisional sambil menavigasi kompleksitas masyarakat 

modern. Keterlibatan Pengadilan Agama menggarisbawahi 

pengakuan negara terhadap hukum Islam di domain ini, dan 
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dinamika yang diamati dalam praktik pengadilan menunjukkan 

adaptasi dan interpretasi prinsip-prinsip ini yang sedang 

berlangsung. Bahwa berbagai snippet 132 menegaskan KHI sebagai 

instrumen hukum utama untuk waris Islam. Snippets 30-76, dan 145-
147 menyoroti yurisdiksi Pengadilan Agama. Snippets 132, dan 136 

menguraikan isi KHI. Snippets 132-147 membahas implementasi 

praktis di pengadilan. Gambaran komprehensif ini menunjukkan 

kerangka hukum formal untuk waris Islam dengan sistem 

peradilan khusus untuk penerapannya. 

Dalam hukum waris Islam kontemporer di Indonesia, 

muncul beberapa isu yang menjadi perhatian dan perdebatan. 

Salah satunya adalah konsep ahli waris pengganti (mawālī), di 

mana KHI mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih 

dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya dalam 

menerima bagian warisan.133 Selain itu, dikenal pula konsep wasiat 

wajibah, yaitu pemberian wasiat secara otomatis kepada ahli waris 

tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan secara langsung, 

seperti cucu dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu.133 

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hak waris cucu 

juga menjadi isu kontemporer yang menarik untuk dikaji.142 Begitu 

pula dengan isu warisan bagi anak atau orang tua angkat, yang 

dalam hukum waris Islam tradisional tidak diakui haknya untuk 

mewaris secara langsung, namun dalam perkembangan 

kontemporer muncul upaya untuk memberikan pengakuan 

melalui mekanisme wasiat wajibah.141 Isu-isu kontemporer dalam 

hukum waris Islam di Indonesia berkisar pada adaptasi prinsip-

prinsip tradisional untuk mengatasi struktur dan keadaan 

keluarga modern, seperti status ahli waris pengganti dan anak 

angkat. Konsep wasiat wajibah merupakan upaya untuk 

memastikan keadilan dan memberikan kepada mereka yang 

mungkin dikecualikan berdasarkan aturan waris tradisional, 

mencerminkan pendekatan dinamis terhadap interpretasi hukum 

Islam sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang. Bahwa Snippets 133 dan 136 memperkenalkan konsep 

ahli waris pengganti (mawālī) dan wasiat wajibah. Snippet 142 

menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai hak waris 
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cucu. Snippet 141 menyoroti warisan untuk anak angkat sebagai isu 

reformasi. Ini menunjukkan bahwa interpretasi modern hukum 

waris Islam di Indonesia bergumul dengan bagaimana 

menerapkan aturan tradisional pada situasi keluarga kontemporer, 

yang mengarah pada inovasi hukum seperti wasiat wajibah. 
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BAB V 

PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM DAN 

ULAMA TENTANG ISU-ISU 

KONTEMPORER HUKUM 

KELUARGA ISLAM 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi ulama 

terkemuka di Indonesia memiliki pandangan dan mengeluarkan 

fatwa yang signifikan terkait isu-isu hukum keluarga Islam. Salah 

satu fatwa MUI yang cukup dikenal adalah terkait larangan 

pernikahan beda agama bagi umat Islam.35 Selain itu, MUI juga 

telah mengeluarkan fatwa mengenai praktik nikah siri, yang 

meskipun dianggap sah secara agama namun dianjurkan untuk 

dicatatkan secara resmi demi menghindari dampak negatif.21 

Secara umum, MUI memainkan peran penting dalam membentuk 

wacana dan pemahaman hukum keluarga Islam di Indonesia 

melalui fatwa-fatwanya, seringkali mengambil sikap konservatif 

terhadap isu-isu tertentu seperti pernikahan beda agama, namun 

juga berusaha memberikan panduan bagi masyarakat Muslim 

dalam menghadapi praktik-praktik kontemporer seperti nikah siri. 

Bahwa snippet secara langsung menyebutkan fatwa MUI tentang 

pernikahan beda agama dan nikah siri. Ini, dikombinasikan 

dengan pengetahuan umum tentang fungsi MUI, menunjukkan 

perannya yang aktif dalam memberikan panduan keagamaan 

tentang isu-isu kunci dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, memiliki pendekatan tersendiri dalam merespons 

perkembangan hukum keluarga Islam. NU menetapkan hukum 

Islam dengan mendasarkan pada pemahaman terhadap nash (teks-

teks Al-Qur'an dan Hadis) serta mempertimbangkan realitas sosial 

yang ada di masyarakat.156 NU memiliki forum Bahtsul Masail, 

yang merupakan forum diskusi keagamaan untuk membahas dan 

mencari solusi terhadap berbagai isu kontemporer yang dihadapi 

umat Islam, termasuk masalah-masalah dalam hukum keluarga.157
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Dalam merespons isu-isu kontemporer, NU seringkali 

menggunakan pendekatan Islam Nusantara, yang menekankan 

pada kontekstualisasi ajaran Islam dengan budaya dan kearifan 

lokal Indonesia.159 Pendekatan NU terhadap hukum keluarga 

Islam kontemporer menekankan keseimbangan antara kepatuhan 

terhadap teks-teks agama dan pemahaman kontekstual terhadap 

realitas sosial, seringkali melalui kerangka Islam Nusantara, 

menunjukkan interpretasi prinsip-prinsip Islam yang lebih lokal 

dan adaptif. Bahwa Snippet 156 menyoroti metodologi NU dalam 

menggabungkan pemahaman tekstual dengan pertimbangan 

realitas. Snippets 157 dan 158 menyebutkan forum Bahtsul Masail 

untuk isu-isu kontemporer. Snippet 159 memperkenalkan konsep 

Islam Nusantara. Ini menunjukkan pendekatan khas NU dalam 

menangani tantangan modern dalam hukum keluarga Islam. 

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam 

modernis terbesar di Indonesia, juga memiliki perspektif yang 

khas terhadap isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam. 

Muhammadiyah melakukan ijtihad (penafsiran dan penalaran 

hukum Islam) terhadap berbagai problem hukum yang dihadapi 

umat Islam melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.160 Dalam beberapa 

kasus hukum keluarga, Muhammadiyah dikenal memiliki 

pandangan yang lebih progresif dibandingkan organisasi Islam 

lainnya.163 Muhammadiyah juga memberikan perhatian khusus 

pada isu-isu perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum 

keluarga, mendorong adanya reformasi yang lebih adil dan tidak 

diskriminatif.165 Pendekatan Muhammadiyah terhadap hukum 

keluarga Islam kontemporer ditandai dengan semangat reformasi 

dan pembaruan (tajdid), menggunakan ijtihad kolektif untuk 

mengatasi isu-isu modern sambil sering menekankan prinsip-

prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam kerangka ajaran 

Islam. Bahwa Snippets 160 dan 161 memperkenalkan proses ijtihad 

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Snippets 163 dan 164 

menunjukkan pandangan yang progresif. Snippet 165 menyebutkan 

fokus pada isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Ini 

menunjukkan sikap reformis dan progresif Muhammadiyah 

terhadap hukum keluarga Islam kontemporer. 
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Ulama kontemporer Indonesia secara aktif terlibat dalam 

melakukan ijtihad untuk merespons berbagai tantangan dalam 

hukum keluarga Islam.7 Pembaharuan pemikiran hukum Islam ini 

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari 

reinterpretasi teks-teks klasik hingga penggunaan analogi dan 

pertimbangan kemaslahatan (maslahah).7 Tujuan utama dari ijtihad 

kontemporer ini adalah untuk mewujudkan fikih Islam yang tetap 

relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan 

perkembangan zaman yang semakin kompleks.4 Melalui ijtihad, 

para ulama kontemporer mencoba untuk melihat perubahan-

perubahan signifikan dalam hukum Islam dari masa ke masa, serta 

memberikan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan konteks 

sosial budaya Indonesia saat ini.4 Para ulama kontemporer 

Indonesia secara aktif terlibat dalam ijtihad untuk menafsirkan 

kembali dan mereformasi hukum keluarga Islam dalam terang 

tantangan modern, menggunakan berbagai metodologi dan 

bertujuan untuk memastikan relevansi dan keberlakuan prinsip-

prinsip hukum Islam dalam konteks Indonesia. Bahwa Snippets 7-
172, dan 7-174 semuanya menunjuk pada peran aktif ulama 

kontemporer dalam mereformasi hukum keluarga Islam. Snippet 4 

menyoroti tujuan relevansi dengan zaman modern. Keterlibatan 

ilmiah yang luas ini menunjukkan bidang pemikiran hukum yang 

dinamis dan berkembang di Indonesia. 

1. Pandangan Organisasi Islam terhadap Dinamika 

Hukum Keluarga Kontemporer 

Organisasi Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan 

Muhammadiyahmemiliki peran penting dalam merespons 

dinamika hukum keluarga yang terus berkembang. MUI misalnya, 

melalui fatwa-fatwanya menegaskan pentingnya keseimbangan 

antara teks syariah dan konteks sosial, terutama dalam masalah 

pernikahan beda agama dan hak-hak perempuan dalam rumah 

tangga  

(MUI, 2022). Pandangan ini menunjukkan upaya adaptif MUI 
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terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah 

(Aziz, 2021). 
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Sementara itu, NU melalui forum Bahtsul Masail secara 

kolektif membahas isu-isu keluarga seperti pernikahan daring, 

poligami, dan perceraian modern. Pendekatan ini mencerminkan 

metode istinbat hukum yang partisipatif dan mempertimbangkan 

realitas sosial umat (Syaifuddin, 2020). Melalui proses musyawarah, 

NU berupaya menghasilkan keputusan yang tidak hanya sahih 

secara syar‘i tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat 

modern (Hakim, 2023). 

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah menggunakan 

metode ijtihad tarjih, yang menitikberatkan pada nash Al-Qur’an 

dan hadis serta mempertimbangkan prinsip maslahat. Dalam 

konteks hukum keluarga, Muhammadiyah banyak menyoroti 

kesetaraan peran gender dan tanggung jawab keluarga di era 

modern (Rahman, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan 

Muhammadiyah lebih tekstual, namun tetap terbuka terhadap 

nilai-nilai keadilan sosial (Nasution, 2021). 

Selain peran keagamaan, ketiga organisasi ini juga 

berinteraksi erat dengan sistem hukum nasional, seperti Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Interaksi ini menciptakan sinergi sekaligus 

ketegangan antara norma agama dan hukum positif, sebagaimana 

terlihat pada perdebatan tentang batas usia perkawinan  

(Arrasyid, 2023). Pandangan organisasi Islam menjadi dasar moral 

dan legitimasi sosial bagi pembuat kebijakan dalam menyesuaikan 

regulasi keluarga. 

Dengan demikian, organisasi Islam berperan bukan hanya 

sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai agen reformasi sosial 

dalam konteks hukum keluarga Islam. Pandangan mereka 

membantu menafsirkan ulang nilai-nilai keadilan, perlindungan, 

dan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip maqasid al-syariah 

(Fauzi, 2024). 

2. Ijtihad Ulama dalam Menyikapi Isu Hukum 

Keluarga di Era Modern 

Dalam era kontemporer, ulama menghadapi beragam 

persoalan hukum keluarga seperti pernikahan daring, hak asuh 
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anak, dan teknologi reproduksi, yang tidak secara eksplisit diatur 

dalam kitab-kitab fiqh klasik. Untuk itu, ulama menggunakan 

pendekatan ijtihad maqasidi, yaitu penetapan hukum berdasarkan 

tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan (Al-

Haddad, 2020). Pendekatan ini menjadi alternatif dalam menjawab 

tantangan modern tanpa meninggalkan sumber hukum Islam 

(Hafidz, 2021). 

Perbedaan metode ijtihad di kalangan ulama terlihat dari 

keberagaman madzhab dan latar belakang organisasi. Ulama NU 

cenderung menggunakan pola ijtihad jama‘i atau kolektif dalam 

forum bahtsul masail, sedangkan ulama Muhammadiyah lebih 

rasionalistik melalui tarjih dan qiyas (Hakim, 2023). Perbedaan ini 

menghasilkan variasi fatwa yang memperkaya khazanah hukum 

keluarga Islam (Azmi, 2022). 

Selain metode, konteks sosial dan politik juga 

memengaruhi arah ijtihad. Banyak ulama kini mempertimbangkan 

hak konstitusional dan hak asasi manusia dalam menetapkan 

hukum keluarga, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga 

dan pernikahan anak (Zuhdi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa 

ijtihad tidak lagi terbatas pada teks, tetapi juga memperhatikan 

realitas sosial dan perlindungan pihak lemah (Rahim, 2020). 

Dalam pelaksanaannya, hasil ijtihad ulama sering kali 

dijadikan dasar dalam keputusan pengadilan agama atau fatwa 

MUI, yang kemudian diterapkan oleh masyarakat. Proses ini 

memperlihatkan hubungan sinergis antara ijtihad, hukum positif, 

dan praktik sosial umat(Arrasyid, 2023). Oleh karena itu, ijtihad 

modern menjadi salah satu motor penggerak pembaruan hukum 

keluarga Islam di Indonesia. 

Akhirnya, peran ulama tidak hanya sebagai penafsir teks, 

tetapi juga sebagai penjaga nilai moral yang memastikan hukum 

keluarga tetap berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan 

kesejahteraan umat (Fauzi, 2024). Ijtihad kontemporer menjadi 

sarana menjaga relevansi Islam dengan perkembangan masyarakat 

global. 
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3. Relevansi Prinsip Syariah dengan Tantangan 

Sosial Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam 

Prinsip dasar syariah seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan 

(maslahah), danperlindungan keturunan (hifz al-nasl) tetap 

menjadi landasan utama dalam menilai isu-isu hukum keluarga 

modern. Dalam konteks ini, maqasid al-syariah berfungsi sebagai 

panduan moral untuk menilai apakah suatu hukum benar-benar 

membawa kebaikan bagi keluarga (Shihab, 2021). Prinsip ini 

digunakan dalam menafsirkan ulang persoalan seperti poligami, 

perceraian cepat, dan pernikahan anak (Aziz, 2021). 

Misalnya, dalam kasus pernikahan anak, para ulama dan 

organisasi Islam menekankan bahwa prinsip hifz al-nasl harus 

diutamakan untuk menjaga martabat dan masa depan anak 

(Syaifuddin, 2020). Oleh karena itu, banyak fatwa dan rekomendasi 

menegaskan perlunya pembatasan usia perkawinan demi 

kemaslahatan sosial (Hakim, 2023). Hal ini sejalan dengan 

semangat maqasid al-syariah untuk mencegah kerusakan dan 

mendatangkan manfaat. 

Dalam isu hak-hak perempuan, prinsip keadilan menjadi 

dasar untuk memperjuangkan keseimbangan peran antara laki-

laki dan perempuan dalam rumah tangga. Fatwa MUI dan 

pandangan ulama kontemporer menegaskan pentingnya 

perlindungan terhadap istri dan anak sebagai bentuk 

implementasi nilai rahmatan lil ‘alamin (Nasution, 2021). 

Pendekatan ini menggeser paradigma patriarkis menuju pola 

hubungan yang saling melengkapi (Rahman, 2019). 

Selain itu, tantangan baru seperti pernikahan daring, 

praktik nikah siri, dan keluarga lintas negaramenuntut 

reinterpretasi prinsip syariah agar tetap relevan. Organisasi Islam 

merespons dengan hati-hati agar hukum tetap menjaga nilai 

kesucian pernikahan namun tidak menutup diri terhadap inovasi 

teknologi (Azmi, 2022). Dengan demikian, prinsip syariah menjadi 

fleksibel tanpa kehilangan otoritas moralnya (Fauzi, 2024). 

Secara keseluruhan, prinsip syariah dan maqasid al-

syariah menjadi dasar bagi ulama dan organisasi Islam dalam 

menjawab tantangan kontemporer hukum keluarga. Nilai keadilan 
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dan kemaslahatan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap 

perubahan sosial agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariah, 

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta  

(Shihab, 2021). 
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BAB VI 

HUKUM PERKAWINAN DALAM 

SISTEM HUKUM NASIONAL 

1. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif  

Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia 

berangkat dari realitas legal pluralism, di mana berbagai sistem 

hukum—hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat—hidup 

berdampingan dalam masyarakat. Upaya harmonisasi tidak hanya 

dimaksudkan untuk menyeragamkan norma, tetapi juga 

mengarahkan perbedaan sumber hukum agar saling melengkapi 

demi tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan 

sosial. Dalam literatur kontemporer, maqasid al-syariahbanyak 

dijadikan kerangka metodologis untuk menguji sejauh mana 

norma hukum Islam dapat diintegrasikan dengan hukum nasional. 

Isman, Zaim, & Eldeen (2024) menegaskan bahwa maqasid, yang 

mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, 

dapat dijadikan dasar filosofis untuk menyelaraskan hukum Islam 

dengan standar hukum nasional maupun internasional dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan. 

Dalam praktik, harmonisasi paling nyata terlihat pada 

hukum keluarga, waris, dan pernikahan. Kajian Sofyan (2025) 

menunjukkan bagaimana fiqh waris Islam diintegrasikan dengan 

hukum positif agar tidak terjadi ketimpangan distribusi harta 

warisan, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian 

hukum. Selain itu, isu perkawinan beda agama menjadi contoh 

lain kompleksitas harmonisasi. Najiburrahman, Marzuki, & 

Layyinah (2024) menemukan adanya perbedaan tajam antara 

regulasi formal yang melarang perkawinan beda agama dan 

praktik sosial yang lebih beragam, sehingga hakim sering kali 

menggunakan argumentasi normatif maupun sosiologis untuk 

menjembatani ketegangan tersebut. Bahkan dalam kasus talak, 

Rofiq dkk. (2023) menyoroti bagaimana hadis dan maqāṣid 

digunakan untuk menafsirkan regulasi positif terkait talak di luar 
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pengadilan, sehingga norma Islam tetap relevan dalam menilai 

keabsahan praktik yang belum sepenuhnya diakomodasi hukum 

negara. 

Meskipun berbagai model harmonisasi telah 

dikembangkan, tantangan yang muncul tidak sedikit. Fragmentasi 

regulasi dan tumpang tindih antar aturan hukum positif dengan 

norma Islam maupun adat menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebagaimana dicatat Simbolon (2025) dalam studi tentang hukum 

adat dan hukum negara. Selain itu, perbedaan interpretasi antar 

ulama, hakim, dan komunitas lokal memperumit penerapan 

norma, sehingga masyarakat kerap menemukan ketidaksesuaian 

antara hukum formal dan praktik sosial. Fauzi, Septiani, & 

Sholehah (2023) menekankan bahwa resistensi sosial-kultural dari 

masyarakat adat sering menghambat penerimaan regulasi yang 

dianggap mengabaikan identitas lokal. Hambatan lain datang dari 

aspek administratif, seperti minimnya panduan teknis bagi hakim 

dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan maqāṣid syariah ke 

dalam putusan yudisial, sehingga harmonisasi lebih banyak 

berhenti pada tataran teoritis. 

Untuk memperkuat harmonisasi hukum Islam dan hukum 

positif, literatur terkini menyarankan beberapa langkah strategis. 

Pertama, revisi regulasi dan penyusunan pedoman yudisial 

diperlukan agar konflik norma dapat diminimalisir, terutama pada 

isu-isu sensitif seperti perkawinan dan waris. Kedua, penguatan 

kapasitas institusional melalui pelatihan hakim, aparatur hukum, 

dan pemuka agama akan meningkatkan pemahaman terhadap 

maqāṣid sebagai kerangka substantif. Ketiga, perlu adanya dialog 

multistakeholder yang melibatkan ulama, akademisi, pembuat 

kebijakan, dan masyarakat adat untuk merumuskan hukum yang 

inklusif. Keempat, penerapan pendekatan empiris dalam 

penelitian hukum sangat penting untuk memahami bagaimana 

norma Islam dan hukum positif berinteraksi di masyarakat. 

Dengan strategi ini, harmonisasi tidak hanya berhenti pada tataran 

teoritis, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan 

substantif dalam sistem hukum nasional. 
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Secara keseluruhan, harmonisasi hukum Islam dan hukum 

positif di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang terus 

berkembang. Kajian mutakhir memperlihatkan bahwa meskipun 

tantangan berupa fragmentasi regulasi, resistensi sosial, dan 

perbedaan interpretasi masih ada, peluang harmonisasi tetap 

terbuka luas. Hal ini karena hukum Islam memiliki fleksibilitas 

melalui maqāṣid al-syarīʿah yang memungkinkan penyesuaian 

norma sesuai konteks zaman, sementara hukum positif 

menyediakan instrumen legal formal yang menjamin kepastian 

hukum. Seperti ditegaskan oleh Najiburrahman et al. (2024) dan 

Sofyan (2025), kunci keberhasilan harmonisasi terletak pada 

keberanian para pemangku kebijakan dan hakim untuk 

menjadikan nilai-nilai maqāṣid sebagai pijakan substantif dalam 

penetapan hukum. Dengan demikian, harmonisasi bukan sekadar 

penggabungan formal, melainkan proses rekonstruksi hukum 

yang lebih adil, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

modern. 

2.Peran Pengadilan Agama dalam Penegakan Hukum 

Perkawinan 

Pengadilan Agama merupakan salah satu pilar penting 

dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan 

untuk menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta 

ekonomi syariah. Dalam konteks hukum perkawinan, peran 

Pengadilan Agama sangat signifikan karena putusannya 

memberikan kepastian hukum atas status hubungan perkawinan 

dan akibat-akibat hukumnya, baik dalam hal perceraian, 

pembatalan perkawinan, maupun pengesahan perkawinan (itsbat 

nikah). Melalui putusan yang dikeluarkan, Pengadilan Agama 

memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan anak dapat 

terlindungi secara adil sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, 

fungsi ini turut menegaskan peran Pengadilan Agama dalam 

mendukung harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan 
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hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tercipta 

keselarasan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. 

Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, 

Pengadilan Agama juga berperan sebagai mediator dalam 

menyelesaikan konflik rumah tangga. Mekanisme mediasi wajib 

yang diterapkan di setiap perkara perceraian merupakan 

instrumen penting untuk mencegah perceraian yang berujung 

pada keretakan keluarga. Hakim Pengadilan Agama memiliki 

kewajiban moral dan hukum untuk mengupayakan perdamaian, 

sehingga banyak penelitian menegaskan bahwa proses mediasi ini 

menjadi upaya preventif dalam menekan tingginya angka 

perceraian di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya 

memediasi secara formal tetapi juga memberikan nasihat hukum 

dan sosial yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan 

rumah tangga, khususnya demi kepentingan anak. Dengan 

demikian, peran mediasi yang dijalankan Pengadilan Agama 

menunjukkan fungsi ganda: selain menjaga ketertiban hukum, 

juga menjalankan fungsi sosial yang berorientasi pada 

kemaslahatan keluarga dan masyarakat luas. 

Peran lain yang tidak kalah penting adalah memberikan 

akses legalitas terhadap perkawinan yang tidak tercatat melalui 

perkara itsbat nikah. Fenomena nikah siri masih banyak terjadi di 

masyarakat dan sering menimbulkan persoalan hukum, seperti 

status anak, hak waris, maupun hak atas harta bersama. Dalam hal 

ini, Pengadilan Agama memberikan jalan keluar melalui 

penetapan itsbat nikah agar perkawinan tersebut mendapat 

pengakuan resmi dari negara. Dengan adanya penetapan tersebut, 

anak dapat memperoleh akta kelahiran, istri mendapat kepastian 

hukum terkait hak nafkah, dan keluarga secara keseluruhan 

memiliki perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk 

memberikan perlindungan hak-hak sipil masyarakat Muslim, 

khususnya perempuan dan anak, yang seringkali menjadi pihak 

paling rentan akibat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. 
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Meskipun peran Pengadilan Agama sangat strategis dalam 

penegakan hukum perkawinan, berbagai tantangan masih 

dihadapi dalam praktiknya. Tantangan tersebut antara lain 

perbedaan interpretasi hukum antar majelis hakim yang 

menyebabkan inkonsistensi putusan, keterbatasan sumber daya 

manusia dan sarana pendukung di beberapa daerah, serta 

minimnya pemahaman hukum dari masyarakat pencari keadilan. 

Selain itu, tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan 

bahwa fungsi mediasi dan peran preventif Pengadilan Agama 

belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas hakim, 

penyusunan pedoman putusan yang seragam, serta sinergi dengan 

lembaga lain seperti KUA dan lembaga advokasi perempuan. 

Penelitian mutakhir juga merekomendasikan pengembangan 

layanan terpadu di Pengadilan Agama, termasuk penyediaan 

konseling, bantuan hukum, dan layanan administrasi terpadu agar 

peran lembaga ini semakin kuat dalam menegakkan hukum 

perkawinan yang berkeadilan dan responsif terhadap dinamika 

sosial masyarakat. 

3. Perkawinan Campuran dan Tantangan Hukumnya 

Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial yang 

semakin meningkat di era globalisasi, di mana interaksi 

antarbangsa mempermudah terjadinya hubungan lintas 

kewarganegaraan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan 

campuran didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada 

hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. 

Definisi ini menempatkan perkawinan campuran bukan semata 

sebagai isu keluarga, melainkan juga bagian dari hukum perdata 

internasional yang menyangkut persoalan kewarganegaraan, 

keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Beberapa 

penelitian menekankan bahwa meskipun pengaturan normatif 

sudah ada, ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan 

kepastian hukum karena masih terdapat celah interpretasi serta 

tumpang tindih dengan hukum agama maupun hukum adat. 
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Salah satu tantangan utama perkawinan campuran ialah 

persoalan kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan 

tersebut. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda 

terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan, sehingga anak hasil perkawinan 

campuran hanya dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga 

usia 18 tahun. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum karena 

pada usia dewasa anak dipaksa memilih salah satu 

kewarganegaraan, yang berimplikasi pada status hukum, hak 

politik, dan hak sipilnya. Selain itu, rezim harta bersama juga 

sering menjadi persoalan karena Indonesia menganut sistem harta 

bersama kecuali ada perjanjian perkawinan, sementara negara 

pasangan asing mungkin menganut sistem berbeda. Hal ini kerap 

menimbulkan konflik yurisdiksi ketika terjadi perceraian atau 

sengketa waris. 

Tantangan lain muncul dari sisi pencatatan perkawinan, 

terutama ketika pasangan berasal dari latar belakang agama 

berbeda. Walaupun secara normatif perkawinan beda agama tidak 

diakui oleh hukum positif Indonesia, praktik menunjukkan 

adanya upaya masyarakat untuk melakukan perkawinan lintas 

agama melalui jalur pengadilan atau pencatatan di luar negeri. 

Putusan pengadilan yang berbeda-beda dalam kasus ini 

memperlihatkan tidak adanya konsistensi yurisprudensi, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini semakin kompleks 

karena aparat pencatat perkawinan (baik KUA maupun Catatan 

Sipil) sering kali menafsirkan aturan secara berbeda, yang 

berdampak pada status legal pasangan maupun anak hasil 

perkawinan. 

Kajian akademik dalam satu dekade terakhir 

merekomendasikan perlunya reformasi hukum dalam pengaturan 

perkawinan campuran. Pertama, dibutuhkan harmonisasi aturan 

perkawinan, kewarganegaraan, dan keimigrasian agar tidak 

menimbulkan diskriminasi terhadap pasangan maupun anak. 

Kedua, negara perlu memperkuat mekanisme pencatatan yang 

lebih adaptif sehingga pasangan lintas kewarganegaraan 

memperoleh kepastian hukum sejak awal. Ketiga, pedoman 
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peradilan perlu diperjelas agar tidak terjadi disparitas putusan 

terkait perkawinan beda agama maupun campuran. Terakhir, 

pembaruan hukum keluarga harus mempertimbangkan realitas 

globalisasi yang menjadikan perkawinan campuran sebagai 

fenomena yang tidak terhindarkan, sehingga hukum nasional 

dituntut mampu melindungi hak-hak keluarga tanpa kehilangan 

prinsip kedaulatan hukum. 

Selain aspek normatif, perkawinan campuran juga 

memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa pasangan perkawinan campuran 

sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan publik, 

pendidikan, maupun kesehatan akibat perbedaan dokumen 

hukum yang dimiliki. Misalnya, anak dari pasangan campuran 

kadang mengalami kesulitan saat mendaftar sekolah karena belum 

memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas. Dari sisi 

ekonomi, aturan kepemilikan tanah dan properti bagi warga asing 

juga menimbulkan tantangan tersendiri, sehingga keluarga 

perkawinan campuran kerap mencari celah hukum untuk 

memperoleh hak ekonomi yang setara. Hal ini memperlihatkan 

bahwa masalah perkawinan campuran tidak hanya terbatas pada 

aspek hukum keluarga, tetapi juga bersinggungan dengan hak 

sosial-ekonomi yang lebih luas. 

Lebih jauh lagi, dalam perspektif hukum internasional, 

perkawinan campuran sering menimbulkan konflik yurisdiksi 

yang sulit diselesaikan. Ketika salah satu pihak mengajukan 

gugatan cerai atau sengketa hak asuh anak di negara asalnya, 

kerap terjadi benturan antara hukum Indonesia dan hukum negara 

lain. Pengadilan Indonesia pada beberapa kasus tidak dapat 

mengeksekusi putusan pengadilan asing karena tidak memenuhi 

syarat eksekutorial, sementara pihak asing mungkin tidak 

mengakui putusan pengadilan Indonesia. Situasi ini menunjukkan 

perlunya penguatan instrumen hukum perdata internasional, 

termasuk kerja sama bilateral maupun multilateral, agar pasangan 

perkawinan campuran memperoleh kepastian hukum lintas 

yurisdiksi. Dengan demikian, pembaruan hukum perkawinan 
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campuran tidak hanya penting di level nasional, tetapi juga 

membutuhkan strategi diplomasi hukum internasional. 

4. Mediasi dalam Sengketa Perkawinan 

Mediasi dalam sengketa perkawinan merupakan salah 

satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative 

Dispute Resolution/ADR) yang diakui secara hukum di Indonesia. 

Pengaturannya secara formal terdapat dalam Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang 

mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu menawarkan mediasi 

sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. Hal ini 

sejalan dengan tujuan utama peradilan agama dalam bidang 

perkawinan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan 

mengupayakan perdamaian sebelum terjadi putusan perceraian. 

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberadaan PERMA ini 

menjadi pijakan normatif yang penting, karena menjadikan 

mediasi tidak hanya sebagai pilihan sukarela, tetapi sebagai 

prosedur wajib yang harus ditempuh oleh para pihak yang 

berperkara. 

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama mencakup 

berbagai perkara keluarga, seperti cerai talak, cerai gugat, sengketa 

hak asuh anak, pembatalan perkawinan, hingga sengketa harta 

bersama. Mediator dapat berasal dari hakim mediator yang 

ditunjuk pengadilan atau mediator non-hakim yang terdaftar. 

Penelitian Ismayawati (2024) menemukan bahwa praktik mediasi 

di Indonesia kerap dipengaruhi faktor sosial-budaya, terutama 

tradisi musyawarah dan sulh dalam hukum Islam. Hal ini 

membuat mediasi tidak hanya sekadar instrumen hukum formal, 

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang mengedepankan 

harmoni, kekeluargaan, dan penyelesaian damai. Dengan 

demikian, mediasi perkawinan dipandang sebagai mekanisme 

yang lebih sesuai dibandingkan litigasi yang cenderung 

adversarial dan dapat memperuncing konflik. 

Meskipun memiliki basis normatif yang kuat, efektivitas 

mediasi dalam perkara perkawinan masih menghadapi tantangan 

besar. Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 
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mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah. Junus (2024), 

misalnya, mencatat bahwa angka keberhasilan mediasi di 

beberapa pengadilan agama hanya berkisar pada persentase kecil 

dibandingkan jumlah total perkara yang masuk. Rendahnya 

keberhasilan ini seringkali disebabkan oleh faktor psikologis pihak 

berperkara yang sudah mantap untuk berpisah, sehingga mediasi 

menjadi formalitas belaka. Dengan kata lain, mediasi masih sering 

gagal menjadi ruang rekonsiliasi karena perbedaan keinginan 

yang sangat mendasar antara suami dan istri. 

Penyebab kegagalan mediasi di pengadilan agama, di 

antaranya kualitas mediator yang belum merata, keterbatasan 

waktu pelaksanaan sesuai aturan PERMA, serta kurangnya 

kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat mediasi. Selain itu, 

keterlibatan advokat yang lebih berorientasi pada litigasi juga 

menjadi faktor penghambat, karena banyak kuasa hukum 

mendorong klien untuk melanjutkan perkara hingga ke putusan 

demi kepastian hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan 

antara semangat rekonsiliasi dalam mediasi dengan realitas 

praktik peradilan yang sering kali lebih fokus pada aspek formal 

prosedural. 

Reformasi mediasi perkawinan dalam dekade terakhir 

juga diarahkan pada peningkatan kompetensi mediator. Beberapa 

penelitian dan laporan kebijakan (Pujo, 2022; Saifullah, 2024) 

merekomendasikan adanya standar pelatihan mediator yang tidak 

hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada psikologi 

keluarga, komunikasi interpersonal, dan pemahaman isu gender. 

Selain itu, mediasi berbasis teknologi mulai menjadi tren pasca-

pandemi, di mana mediasi daring (online mediation) diperkenalkan 

untuk mengatasi kendala geografis dan mempercepat proses. 

Walaupun demikian, efektivitas mediasi daring masih 

memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama terkait keterbatasan 

komunikasi non-verbal dan kepercayaan antar pihak. 

Dari perspektif sosiologis, mediasi perkawinan dapat lebih 

efektif apabila mengintegrasikan nilai-nilai kultural dan agama. 

Penelitian Ismayawati (2024) dan Robbani & Nugraheni (2020) 

menunjukkan bahwa pendekatan yang mengadopsi prinsip 
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maqāṣid al-sharī‘ah serta mengedepankan musyawarah keluarga 

dapat meningkatkan tingkat penerimaan hasil mediasi. Namun, 

perlu diingat bahwa integrasi nilai kultural ini tidak boleh 

mengabaikan prinsip hak asasi manusia, terutama perlindungan 

anak dan perempuan. Dengan demikian, mediasi idealnya 

memadukan pendekatan hukum formal, kultural, dan psikologis 

secara seimbang. 

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan 

peluang, mediasi dalam sengketa perkawinan dapat menjadi 

instrumen yang efektif bila dikelola dengan baik. Upaya perbaikan 

yang dapat dilakukan antara lain memperkuat regulasi, 

meningkatkan kapasitas mediator, memperluas akses mediasi 

berbasis teknologi, dan menyediakan mekanisme pengecualian 

bagi kasus sensitif. Selain itu, keterlibatan multi-pihak—hakim, 

mediator non-hakim, tokoh masyarakat, dan akademisi—dapat 

memperkaya praktik mediasi di Indonesia. Apabila rekomendasi 

ini diimplementasikan, mediasi berpotensi tidak hanya menjadi 

formalitas prosedural, melainkan solusi substantif yang mampu 

menekan angka perceraian dan menjaga ketahanan keluarga. 
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BAB VII 

PERBANDINGAN HUKUM 

KELUARGA ISLAM INDONESIA 

DENGAN NEGARA MUSLIM LAIN 

Regulasi perkawinan di berbagai negara Muslim 

menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap isu-

isu seperti usia nikah, poligami, dan perkawinan beda agama. Di 

Indonesia, batas usia minimal menikah telah ditetapkan menjadi 

19 tahun untuk pria dan wanita, sementara di Malaysia, sebagian 

besar negara bagian masih mempertahankan usia 18 tahun untuk 

pria dan 16 tahun untuk wanita, meskipun Selangor telah 

menyamakan usia menjadi 18 tahun untuk keduanya.175 Terkait 

poligami, Tunisia secara tegas melarang praktik ini, Arab Saudi 

memperbolehkannya tanpa batasan yang terlalu ketat, sedangkan 

Indonesia mengambil posisi tengah dengan memperbolehkan 

poligami namun dengan persyaratan yang sangat ketat, termasuk 

izin pengadilan dan persetujuan istri.62 Dalam hal perkawinan 

beda agama, Malaysia memiliki sistem hukum ganda yang secara 

tegas memisahkan regulasi pernikahan untuk Muslim dan non-

Muslim, berbeda dengan Indonesia yang meskipun tidak secara 

eksplisit melarang namun menghadapi tantangan hukum dan 

sosial yang signifikan.180 Perbandingan regulasi perkawinan di 

berbagai negara Muslim mengungkapkan pendekatan yang 

beragam terhadap isu-isu seperti usia minimum perkawinan, 

poligami, dan pernikahan beda agama, mencerminkan interpretasi 

hukum Islam yang bervariasi dan konteks sosial budaya yang 

berbeda. Kerangka hukum Indonesia seringkali berada di tengah-

tengah, berusaha menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan 

norma hukum modern, sementara negara lain mengadopsi sikap 

yang lebih restriktif atau permisif. Bahwa Snippets 175, dan 178 

memberikan perbandingan usia minimum perkawinan antara 

Indonesia dan Malaysia. Snippet 179 membandingkan undang-

undang poligami di Tunisia, Indonesia, dan Arab Saudi. Snippet 
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180 menyoroti perbedaan sistem hukum untuk pernikahan di 

Indonesia dan Malaysia. Perspektif komparatif ini menunjukkan 

bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang seragam terhadap 

hukum keluarga Islam di seluruh negara mayoritas Muslim. 

Hukum perceraian juga menunjukkan variasi di antara 

negara-negara Muslim. Dalam hukum Islam tradisional, aturan 

perceraian seringkali berbeda antara suami dan istri, dengan 

suami memiliki hak yang lebih mudah untuk menjatuhkan 

talak.181 Namun, beberapa negara Muslim telah melakukan 

reformasi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hal ini, 

termasuk penghapusan praktik talak tiga instan yang dianggap 

merugikan perempuan.181 Indonesia dan Malaysia, sebagai dua 

negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, memiliki kesamaan 

dan perbedaan terkait hak-hak istri dalam proses perceraian, 

terutama dalam hal nafkah pasca perceraian dan hak asuh anak.80 

Undang-undang perceraian di negara-negara Muslim 

menunjukkan variasi dalam prosedur dan hak-hak bagi pria dan 

wanita, dengan beberapa negara menerapkan reformasi untuk 

mengatasi ketidaksetaraan gender dan praktik-praktik yang sudah 

ketinggalan zaman seperti talak tiga instan. Kerangka hukum 

Indonesia, meskipun berakar pada prinsip-prinsip Islam, 

menunjukkan beberapa perbedaan dalam penerapannya 

dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, 

terutama mengenai peran yudikatif dalam melindungi hak-hak 

perempuan pasca perceraian. Bahwa Snippet 181 menjelaskan 

perbedaan tradisional dalam hak perceraian antara suami dan istri 

dan penghapusan talak tiga instan di beberapa negara. Snippet 80 

membandingkan hak perceraian bagi perempuan di Indonesia dan 

Malaysia. Perbandingan ini mengungkapkan bahwa meskipun 

hukum Islam memberikan dasar untuk perceraian, 

implementasinya dan perlindungan yang diberikan kepada 

perempuan bervariasi di berbagai sistem hukum nasional. 

Di tingkat global, terdapat tren yang berkembang menuju 

reformasi hukum keluarga Islam untuk meningkatkan 

perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Reformasi ini 

seringkali dipandu oleh prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan-
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tujuan syariat), yang menekankan pada perlindungan terhadap 

jiwa, akal, keturunan, dan harta.98 Selain itu, konvensi-konvensi 

internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) juga memberikan 

pengaruh terhadap upaya pembaharuan hukum keluarga Islam di 

berbagai negara.182 Pembaharuan hukum keluarga Islam di 

berbagai negara Muslim bertujuan untuk mengangkat status 

wanita dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap 

hak-hak mereka.6 Secara global, ada tren yang meningkat menuju 

reformasi hukum keluarga Islam untuk meningkatkan 

perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, seringkali 

dipandu oleh prinsip-prinsip maqashid syariah dan dipengaruhi 

oleh konvensi hak asasi manusia internasional. Ini menunjukkan 

gerakan global menuju kesetaraan gender dan kesejahteraan anak 

yang lebih besar dalam kerangka tradisi hukum Islam. Bahwa 

Snippet 98 menyoroti penekanan maqashid syariah pada 

perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Snippet 6 mencatat 

tujuan reformasi untuk meningkatkan status perempuan dan 

memberikan perlindungan. Snippet 182 menyebutkan pengaruh 

CEDAW. Ini menunjukkan kesadaran dan upaya global untuk 

meningkatkan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam hukum 

keluarga Islam, yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam dan 

standar internasional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

BAB VIII 

STUDI KASUS DAN ANALISIS 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

Analisis mendalam terhadap berbagai studi kasus dan 

putusan Pengadilan Agama memberikan pemahaman yang lebih 

konkret mengenai implementasi hukum keluarga Islam 

kontemporer di Indonesia. Kasus-kasus terkait batas usia 

perkawinan dan dispensasi nikah 17 menyoroti dilema antara 

upaya pencegahan pernikahan dini dan praktik pemberian 

dispensasi oleh pengadilan. Studi kasus putusan pengadilan 

tentang perkawinan beda agama 51 menggambarkan kompleksitas 

hukum dan sosial yang dihadapi pasangan dengan keyakinan 

berbeda. Analisis putusan Pengadilan Agama terkait izin poligami 
70 menunjukkan berbagai pertimbangan hakim dalam menerapkan 

persyaratan dan alasan yang sah untuk praktik poligami. Studi 

kasus perceraian di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan 76 

memberikan wawasan tentang faktor-faktor penyebab perceraian 

kontemporer dan prosedur yang diikuti di pengadilan. Analisis 

kasus hukum waris Islam di Pengadilan Agama 145 menyoroti 

penerapan prinsip-prinsip faraidh dan penyelesaian sengketa 

waris di pengadilan. Studi kasus KDRT yang ditangani Pengadilan 

Agama (berdasarkan pengetahuan yang lebih luas tentang kasus 

pengadilan) menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Implikasi dari putusan-

putusan pengadilan ini sangat penting bagi perkembangan hukum 

keluarga Islam di Indonesia, karena putusan pengadilan, terutama 

dari Mahkamah Agung, dapat menjadi yurisprudensi yang 

mengikat dan memengaruhi penafsiran dan penerapan hukum di 

masa depan.41 

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran strategis 

dalam menegakkan dan menafsirkan hukum keluarga Islam 

melalui putusan-putusan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi 

juga moral dan sosial. Sebagai lembaga peradilan khusus, 

Pengadilan Agama menangani perkara seperti perkawinan, 
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perceraian, waris, dan wakaf berdasarkan prinsip syariah yang 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Arrasyid, 2023). Putusan-

putusan yang dikeluarkan sering kali menjadi rujukan penting 

dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di tingkat nasional 

(Hakim, 2023). 

Salah satu isu yang paling sering muncul di Pengadilan 

Agama adalah perkara perceraian. Berdasarkan data Mahkamah 

Agung, angka perceraian meningkat signifikan dalam satu dekade 

terakhir, banyak di antaranya disebabkan faktor ekonomi, 

ketidakharmonisan, dan media sosial (Nasution, 2021). Dalam 

banyak putusan, hakim berupaya menerapkan asas keadilan dan 

kemaslahatan dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah, 

terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak (Rahman, 

2019). Ini menunjukkan bahwa pendekatan hakim tidak hanya 

tekstual, tetapi juga humanistik dan kontekstual (Fauzi, 2024). 

Selain perceraian, perkara pernikahan di bawah umur juga 

menjadi perhatian penting dalam putusan Pengadilan Agama. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah 

menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, permohonan 

dispensasi nikah masih sering dikabulkan oleh pengadilan dengan 

alasan sosial dan budaya (Shihab, 2021). Namun, sebagian hakim 

mulai memperketat pemberian dispensasi dengan alasan 

perlindungan anak dan kesetaraan gender, sesuai semangat 

maqasid al-syariah (Al-Haddad, 2020). Hal ini menggambarkan 

adanya kesadaran hukum progresif di kalangan hakim agama 

(Zuhdi, 2019). 

Dalam studi kasus lain, perkara hak asuh anak (hadhanah) 

juga sering menjadi titik perdebatan. Hakim harus 

menyeimbangkan antara hak ayah sebagai wali dan kepentingan 

terbaik bagi anak. Dalam beberapa putusan, pengadilan 

memberikan hak asuh kepada ibu dengan pertimbangan 

psikologis dan kesejahteraan anak (Syaifuddin, 2020). Pendekatan 

ini mencerminkan penerapan nilai kemaslahatan (maslahah 

mursalah) dalam praktik hukum Islam modern (Aziz, 2021). 

Kasus pembagian harta bersama (gono-gini) pasca 

perceraian juga menunjukkan variasi interpretasi di Pengadilan 
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Agama. Dalam beberapa kasus, hakim menegaskan bahwa 

pembagian harus dilakukan secara adil tanpa memihak, sekalipun 

kontribusi ekonomi pasangan tidak sama (Azmi, 2022). 

Pertimbangan ini berakar pada prinsip keadilan (‘adl) dan 

kesetaraan dalam maqasid al-syariah (Hafidz, 2021). Dengan 

demikian, keputusan pengadilan tidak hanya menegakkan 

hukum, tetapi juga nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan rumah 

tangga (Fauzi, 2024). 

Selain isu-isu tradisional, pengadilan agama kini juga 

menghadapi perkara baru, seperti pernikahan daring, perceraian 

melalui media elektronik, dan sengketa hak digital dalam rumah 

tangga. Dalam menghadapi fenomena ini, para hakim berupaya 

menafsirkan hukum secara progresif dengan pendekatan istihsan 

dan maslahat agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi 

(Arrasyid, 2023). Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi 

hukum Islam terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan 

prinsip-prinsip dasar syariah (Rahim, 2020). 

Secara keseluruhan, putusan-putusan Pengadilan Agama 

di Indonesia mencerminkan dinamika antara teks hukum, nilai 

moral Islam, dan realitas sosial masyarakat. Melalui analisis kasus-

kasus tersebut, tampak bahwa hakim agama berperan tidak hanya 

sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai mujtahid 

institusionalyang menafsirkan hukum Islam sesuai konteks 

(Hakim, 2023). Oleh karena itu, putusan pengadilan agama menjadi 

sumber penting dalam memahami arah pembaharuan hukum 

keluarga Islam di Indonesia (Fauzi, 2024). 
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BAB IX 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam di 

Indonesia sangat beragam dan kompleks, mencerminkan interaksi 

antara nilai-nilai agama, perubahan sosial, dan perkembangan 

hukum. Tantangan utama meliputi bagaimana menyeimbangkan 

antara mempertahankan prinsip-prinsip Islam tradisional dengan 

kebutuhan untuk beradaptasi terhadap tuntutan modernitas dan 

hak asasi manusia universal. Perkawinan menghadapi isu-isu 

seperti batas usia minimal, peran wali, pencatatan nikah siri, 

perjanjian perkawinan, dan perkawinan campuran yang terus 

menjadi perdebatan. Poligami tetap menjadi isu sensitif dengan 

berbagai persyaratan dan hak-hak istri yang perlu diperhatikan. 

Perceraian menunjukkan tren peningkatan gugatan cerai oleh istri 

dengan berbagai faktor penyebab kontemporer. Kekerasan dalam 

rumah tangga mendapatkan perhatian serius dari hukum Islam 

dan hukum positif dengan adanya UU PKDRT, namun 

implementasinya masih menjadi tantangan. Hak anak, terutama 

yang lahir di luar perkawinan, mengalami perkembangan hukum 

yang signifikan pasca putusan MK, namun perlindungan hak 

mereka masih perlu ditingkatkan. Hukum waris Islam di 

Indonesia diimplementasikan melalui KHI dan Pengadilan Agama 

dengan isu-isu kontemporer terkait ahli waris pengganti dan 

wasiat wajibah. 

Arah pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia 

menuju keadilan dan kemaslahatan menuntut adanya interpretasi 

yang progresif terhadap ajaran Islam yang sejalan dengan prinsip-

prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender. Upaya 

pembaharuan harus terus dilakukan melalui dialog konstruktif 

antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil 

untuk menghasilkan solusi hukum yang lebih adil dan responsif 

terhadap kebutuhan zaman. 
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Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain adalah: 

● Pembuat kebijakan perlu terus melakukan evaluasi dan revisi 

terhadap undang-undang terkait hukum keluarga Islam 

untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan kemaslahatan, serta meratifikasi konvensi-

konvensi internasional terkait hak perempuan dan anak. 

● Praktisi hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama, 

perlu meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap isu-

isu kontemporer hukum keluarga Islam serta menerapkan 

hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan 

dan kesetaraan gender. 

● Organisasi-organisasi Islam dan tokoh agama perlu terus 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai interpretasi hukum keluarga Islam yang progresif 

dan berkeadilan, serta mendorong praktik-praktik keluarga 

yang harmonis dan bebas dari kekerasan. 

● Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan hak dan 

kewajiban dalam perkawinan dan keluarga, serta aktif 

mencari solusi yang adil dan damai dalam menghadapi 

permasalahan hukum keluarga. 

 

Tipologi Pembaharuan 

Hukum Islam di 

Kawasan Dunia 

Muslim 

Contoh Negara 

Negara-negara yang 

masih menganggap 

Syari'ah sebagai hukum 

dasar 

Saudi Arabia 
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Negara yang 

membatalkan hukum 

Syari'ah dan 

menggantinya dengan 

hukum sekuler 

Turki 

 
 
  

Negara yang 

menempuh jalan 

kompromi antara 

Syari'ah dan Hukum 

sekuler 

Mesir, Tunisia, Pakistan, Indonesia 

Perbandingan Batas Usia 

Minimal Perkawinan di 

Indonesia dan Malaysia 

Usia Pria 

Indonesia (UU No. 16 

Tahun 2019) 

19 tahun 

Malaysia (sebagian 

besar negara bagian) 

18 tahun 

Malaysia (Selangor) 18 tahun 

Perbandingan Hukum 

Poligami di Tunisia, 

Arab Saudi, dan 

Indonesia 

Status Poligami 
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Tunisia Dilarang 

Arab Saudi Diperbolehkan tanpa batasan ketat 

Indonesia Diperbolehkan dengan syarat ketat 

(izin pengadilan, persetujuan istri) 
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